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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan maupun hasil dari wawancara dan kuisioner pada
bab-bab sebelumnya serta penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1) Peran Dinas Lingkungan Hidup kota Palangkaraya dalam upaya
pencegahan pencemaran sungai Kahayan melalui 2 cara yaitu
pencegahan melalui pengawasan dan pencegahan secara edukatif.
Upaya pencegahan dan upaya penanggulangan telah dilakukan secara
maksimal oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Sedangkan Upaya pemulihan air sungai Kahayan
belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal oleh Dinas Lingkungan
Hidup dikarena berdasarkan hasil pemantauan kualiatas air sungai yang
di lakukan, sungai Kahayan dianggap belum termasuk ke dalam kategori
pencemaran berat. Hal ini menjadikan sungai Kahayan kurang menjadi
perhatian oleh masyarakat dan tidak ada upaya penanganan serius dari
pemerintah itu sendiri. Upaya pemulihan belum sepenuhnya mengikuti

cara pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup Undang- Undang
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Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Pasal 54 ayat (2).

2) Hal-hal yang menghambat pelaksanaan pengendalian pencemaran
Sungai Kahayan Kota Palangkaraya oleh Dinas Lingkungan Hidup
pertama ialah meningkatnya kepadatan penduduk di daerah aliran
sungai. Pertumbuhan ini tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat
terhadap pelestarian lingkungan hidup. Proses penyuluhan yang di
lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkendala untuk di lakukan
secara berkala di akibatkan kurangnya antusiasme dari masyarakat itu
sendiri.

Yang kedua para Pelaku usaha kecil hingga menengah banyak yang
tidak mengolah hasil limbah dengan baik dan benar. Pelaku usaha masih
menitikberatkan hanya pada mendapatkan keuntungan saja tanpa
memperdulikan ~ keberlangsungan  lingkungan ~ karena  masih
menganggap enteng permasalahan lingkungan. Banyak juga pelaku
usaha yang tidak mengantongi izin lingkungan, bahkan tidak memiliki
izin usaha, hal ini menyulitkan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya

pengendalian pencemaran air sungai Kahayan.

B. Saran
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangkaraya lebih banyak mengadakan
sosialisasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran

lingkungan air sungai Kahayan baik kepada pelaku usaha dan juga masyarakat.
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Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangakaraya perlu berkoordinasi dengan
Lembaga-lembaga terkait dengan pengendalian pencemaran sungai Kahayan.
Pemerintah ku juga kedepannya lebih memperhatikan keadaan sungai Kahayan
dan dapat lebih banyak membuat program-program atau kebijakan untuk
melestarikan lingkungan air sungai Kahayan. Pemerintah dalam hal
pengawasan kurang dilakukan secara efektif. Lalu sanksi yang diberikan sampai
saat ini kepada masyarakat dan pelaku usaha hanya sebatas teguran sehingga
tidak menimbulkan efek jera. Diharapakan kepada pemerintah dapat lebih tegas
terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar
ketentuan perundang-undangan.

Masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang
sampah pada tempatnya untuk menjaga kualitas lingkungan agar tidak timbul
pencemaran serta melakukan cara-cara mengurangi pencemaran yang berasal
dari limbah domestik seperti melakukan pengolahan sampah organik,
membatasi penggunaan bahan-bahan pencemar, melakukan daur ulang barang
yang tidak terpakai dan mengurangi penggunaan kantong plastik.

. Pelaku usaha harus dapat memikirkan dan melakukan cara mencegah terjadinya
pencemaran lingkungan yang berasal dari hasil limbah yang telah di hasilkan.
Pelaku usaha diharapkan harus lebih meningkatkan partisipasnya dalam
menjaga lingkungan air sungai Kahayan. Menaati peraturan perizinan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah.
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